LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

____TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa dalam rangka meningkatkan

pendapatan masyarakat, desa, dan
Pemerintah desa dapat membenluk Badan
Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan
danpotensi desa;

bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik
Desa untuk menggerakkan roda perekonomian
masyarakal dalam peningkatan pendapatan
serta memberikan kontribusi terhadap
pendapatandesa;

bahwa besrdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
hurut b, periu dibentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Badan Usaha
Milik Cesa;

Undang-undang Nomer 13 Tahun 1350 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungen Propinsi Jawa Tengah:
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Z.

4,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Lindang-undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi

Undang-undang dengan Undang-undang Nomor
B Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 MNomer 108, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4548);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4587),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor
7¢ Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYLIMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan < PERATURANDAERAHKAEBUPATEN BANYUMAS

TENTANGC BADAN USAHAMILIK DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

3.
4

o

Daerah adalsh Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daersh adalsh Bupst dan Perangkst Daerah
sebagai unsur peryelenggara pemerintahan daerah,

Bupali adalah Bupati Banyumas.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang
wilayzh kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkulan.

Desa adalah kesatuan masyaraxat hukum yang memiliki hatas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengzatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diaxui dan dihcrmati dalam sistem
Pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Irconesia.
Pemerintahan Desa acalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Cesa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengstur dan mengurus
kepentingan masyarakal selempal berdasarkan asal-usul dan
adal istiadal setempat yang ciakui dan dinormati calam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuzan Republik Indonesia.

3



B. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebul BUM Desa
adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemeiiniah Dasa dan
masyarakal yang kepemilikan modal dan penggelolaanya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

10 Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan
ekanomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan
pokok, perdagangan hasil pertaman serta industri dan kerajinan
rakyat.

11. Perusahaan desa selanjutnya disebut Perusdes adalah badan
usaha yang berbadan hukum khusus berbeda dengan badan
hukum lainnva.

12 Permodalan BUM Desa berasal dari Pemerintah desa dan
masyarakal.

13 Wilayah Kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam
kecamatan, desadalam kabupaten dan desa dalam provins..

14. Penasehat adalah Komisaris.

15. Pelaksana Cperasional adalah Direksi.

BAE Il
BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa dapat membentuk /mendirikan BUM Desa.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksuc dalam ayat (1) ditetapkan
dengan peraluran deea dengan berpedoman peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

{3) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nama
sesuaicdengan kegiatan yang dikelola oleh desadan atau bidang
usaha yangdilakukan.

(4] BUM Cesa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau I=bih ditetapkan
dengan peraturan bersama antar desa.

(5) Pembentukan BUM [Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berkedudukan di desa,

a4

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 3

Badan Hukum BUM Dasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
berbentuk Perusahaan Desa.

BAB (il
PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 4

(1) Organisasi BUM Desa terpisah dari strukiur organisasi
Pemerintahan Desa.
(2) Orﬁ‘{amsaai BUM Desa adalah milik Pemerintah Desa bukan
milik kelompok atau perorangan.
(3) tBEUM Desa memilki anggaran dasar dan anggaran rumah
ngga.

Pasal §

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3)
memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan, kepemilkan modal, kegiatan usaha dan
kepengurusan,

(2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayal (J) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus,
masa bhakti pv&r;?;l‘us. penetapan operasional jenis usaha dan
sumber permodalan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 68

(1) Kepengurusan BUM Desa terdiri Penasehat dan pelaksana
operasional.

5



{2) Penasehal sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) adalah
Kepala Desa atau seorang Perangkat desa vang ditunjuk
mewzkili Pemerintah Desa.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah Masyarakat desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil
musyawarah.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sedikitnya meliputi :

a. direktur;

b. direksi,

e sekretars;
d. bendahara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operaslonal

Pasal 7

(1) Pengurus Pelaksana Operasicnal diangkat cleh Kepala Desa.
(2) Pengangkatan Pengurus pelaksana Operasional BUM Desa
sabagaiamana dimaksud dalam ayal (1) dilakukan setelan
memenuhisyarat-syarat:
warganegara Indonesia
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
memiliki kredibliitas danintegritas moral yang baik ;
memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap
BUMDesa.
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam
bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan
manapunyang dinyatakan paiiit ;
h. sehat jaemani dan rohaniserta berumur sekurang-kurangnya
25l_|{d:ua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam)
tahun ;

Pa0 oW

.1

i. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas untuk Dirsktur dan SLTP atau yang sederajat
untuk jabatan dibawahnya.

i. syarat-syarat|sinyang ditentukandalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

(1) Pengurus Felaksana Operasional BUM Desa berhenti :

2. meninggaldunia ;

b. permintaansendiri;

c. diberhentikan.

(2) Pengurus pelaksana operasional B8UM Desa diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalamayat (1) hurufc, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam] bulan
berturut-turut ;

b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Desa ;

c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan
perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan
pelaksanaantugasnya;

d. habis masajabatan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Pengurus Pelaksana Operasional

Pasal 9

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa paling lama 5
(lima) tahun dan dapal diangkat kembali hanya untuk satu kalimasa
jabatan.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

(1) Penasehat mempunyal tugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam
menjalankan kegiatan pangelolaan perusahan desa.
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(2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang
meminta penjelasan tentang pengelolaan usaha desa.

(3) Pelaksana operasional mempunyal tugas menata,
melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha skonomi
yang menguntungkan Perusahan Desa dengan tetap berpihak
kepada kepentingan masyarakat.

(4) Pelaksana cperasional bertanggung jawab kepada Pemerintah
Desa dan masyarakat atas pengelolaan perusahaan desa
untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa
sertamewakili perusahaan desa di dalam dan diluar pengadilan.

BAB IV
JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama
Jenis Usaha

Pasal 11

(1) BUM desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, memiliki jenis
usaha yang meliputi usaha jasa, penyaluran sembilan bahan
pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan
rumah tangga.

(2) Jenis uszha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua
Permodalan

Pasal 12

(1) Permodalan BUM Desa bersumber dan dalam desa, dan bila
dalam kondisi terfentu atau mendesak dapat digunakan
sumber yang berasaldari luardesa.

(2) ModalBUMDesa berasaldari:
a, pemeriniah desa;
b. tabunganmasyarakat ;
c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten;
d pinjaman dan stau penyerizan modal pihak lain atau
kerjasama bagi hasil.

(3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagamana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa
yvangdipisahkan.

(4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang
dipisankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hams
mendapat persetujuan BPD.

(5) Modal yang berasal dari Tabungan masyarakat sebagamana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan simpanan
masyarakat.

(6) MWodal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf ¢, dapat berupa danz tugas pembantuan
dan harus melalul Femerintah desa dan tercatat dalam AFB
Desa.

(7) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2] huruf d, dapat diperoleh dan lembaga
keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam kcadaan mendesak
dan setelah disepakati oleh seluruh komponen orgarisasi
BUM Desa.

(8) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau
keriasama bag hasil sebagaimana dimaksud dalam ayal (2)
hurufd, capatdiperoleh daripihak swasta ataumasyarakal.

Pasal 13

Maodal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
dzpat berasal darl Program atau proyek pemerintah dan pemerintah
daerah yang diserahkan malalul Pemerintah Desa.
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Bagian Ketiga
Bagi hasil Usaha

Pasal 14

(1) Bagl hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang
diperoleh dari hasil usahayang ketentuannyaakan diatur dalam
Peraturan Desa.

(2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya
memuat .

a. besarnyabagi hasil ;
b. penambahan modalusaha;
c. penambahan kasdesa

BAB V
KERJASAMA

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 15

(1) Kerjasama BUM Desa menganut prinsip-prinsip kerjasama
kemifraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan
masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.

{2) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa
lainnya atau cengan pihak ketiga.

(3) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan phak ketiga
sebagaimana dimeksud dalam ayat (2) harus mendapal
persetujuan Pemerintahan Desa.
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Pasal 16

(1) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ditetapkan dalam naskah
kerjasama.

(2) Naskah keriasama sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)
disampaikan kxepada Camat paling lama 14 (empat belas) han
sejak diletapkan,

BAB VI

PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG.JAWABAN BUM DESA

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 17

BUM desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat uniuk
kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan,
akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan ekseptabel.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

(1) Perusahaan Desa menyampakan Laporan berkala Kepada
Pemeriniah desa

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan
setiap semester.

(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat perkembangan usaha deea, jumish
penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama
semester.
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(4) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan BUM Desa kepada Bupali melalui Camat setiap
tahun.

Bagian Ketiga
Partanggung Jawaban

Pasal 19

(1) Laporan pertangungjawaban BUM Desa disampaikan oleh
Direktur kepada Pamerintah Desa dan BEPD dalam Forum
Musyawarah Desa dan disaksikan cleh Camat sebagai Wakil
Pemerintah Kabupaten.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a  neracarugilaba Perusahaan Desa:
b perkembangan aset Perusahaan Desa.

BAB VI
PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 20

(1) Perusahaan Desa dapat dibubarkan karena:

a. terus menerus merugiselama 3 (tiga) tahun berturut-turut ;
b. kelentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembubaran Perusahaan Desa sebagaimana dmaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(3) Semua kekayaan perusshaan desa yang dibubarkan dibagi
menurut nilai nominal seham.

(4) Kekayaan Desa hasil pembubaran Perusahaan dess
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cisetor langsung ke Kas
Desa.
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BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta
pelatinan teknis manajemen perusahan desa.

(2) Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di
bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, menitoring dan
evaluasi serie pengelolaan perusahaan desadiwilayahnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desadilakukan
Bacan Pergawas.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
darl unsur BPD, Unsur Pemerintah Desa dan lembaga
kemasyarakatan desa,

(3) Pembentukan Badan Pengawas seba&:imana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Seluruh maodal yang berasal dari bantuan Pemerintah. Pemerintah
Pravinsi dan Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari Proyek
bantuan yang dilerima sebelum berlakunya peraturan inl harus
diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa yang selanjulnya
menjadi kekayaan desa.
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Pasal 24
Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai BUM
Desa sepanjang sesuaidengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUM
Desz berpedoman pada peraturanini.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini
ditetapkan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daesrah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan Di Purwokerto
Pada tanggal 29 Des 2006

BUPATI BANYUMAS,
tid.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Puraokerto
Fada tanggal 20 Des 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

td.

SINGGIH WIRANTO, SH. M.Hum.
NIP. 500 086 384

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMCR 10
SERIE
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Femerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya
peningkatan pendapatan desa Femerintah Desa dapat
mandirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukanya
sesuaidengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa
Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan
ekonomi dalam usaha peningkatan perskonomian nasional
dan mempunyal peranan penting dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa,

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha
Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk
itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha
Milik Desa secara oplimal maka dibuluhkan kreatifitas dan
inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam
mengembangkan lembaga ekonomidesa tersebut.
Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasicnalkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa
khususnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Badan
Usaha Milik Desa maka yang harus dilaksanakan oleh daerah
adalah menetapkan Peraturan Daerah lentang Badan Usaha
MiikDesa (BUMDesa).
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PENJELASANPASAL DEMIPASAL

Fasal 1

Pasal 2

Pasal3d

Pasald :
Pasals

Pasal B
Pasal b

PasalG :
Pasald :
Pasal7 :
PasalB .

Pasalg
Pasal1D:
Pasal 11

Cukup Jelas.

vang dimaksud berbadan hukum adalah dapat

berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang

kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah

Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kacll

dan menengah desa, lembaga mikro perdasaan,

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Badan

Kredit Desa, Lembaga Simpan Pinjam berbasis

mesyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan

sebagainya.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Ayat1 : CukupJelas.

Ayat2 . yang dimaksud perangkat desa disini
adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa dan mewsakili unsur
Pemernntah deea dalam Kepengurusan
BUMDesa.

Ayat3 . CukupJelas

Ayat4 : CukupJelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Ayvall : Yang dimaksud ° Jenis Lisaha Desa "
adalah usaha meliputi pelayanan
ekonomiseperti:

a. usaha jasa yang meliputi |asa
keuangan, jasa angkutan darat dan
air, listrik desa, usaha lain yang
sejenis.
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Pasal
Pasal
Fasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

1
12
13
14
15
16
17

Ay

b penyaluran sembilan bahan pokok
ekonomi desa ;

¢. perdagangan hasil pertanian
meliputi tanaman padi perkebunan,
peternakan, perkinanan dan
agrobisnis;

d, industri kecil dan rumah tangga
seperti kerajinan rakyat.

atZ : Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

yang dimaksud dengan:

a Transparan yaitu pengelolaan kegialan
BUM Desa harusdilakukan secaraterbuka
sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau,
diawas! dan dievaluasi ocieh warga
masyarakal desasecara luas.

b, Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan
badan usaha milik desa harus mengikuti
kaidah dan peraturan yang berlaku
sehingga dapat dipertanggurg jawabkan
kepada warga masyarakatdesa

¢ Partisipas yaitu masyarakat dan anggota
warga masyarakal desa lerlibal secara
aktif dalam prosas parencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan
pelestarian kegiatan

d. Berkelanjulan yaitu pengelolsan kegiatan
harus memberikan hasil dan manfaat
kepada warga masyarakal secara
berkelanjutan.

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

18
1¢
20
21
22
23
24
25

e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan

dalam pengelolaan kegiatan harus
berdasarkan kesepakatan antar pelaku
dalam warga masyarakat desa sehingga
memperolah dan semua pihak.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
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